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MOTTO 

 

“in the middle of difficulty lies opportunity” 

(Albert Einstein)1 

 

 

 

 

  

 
1 Albert Einstein 
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ABSTRACT 

Tax is one of the largest sources of state revenue used to finance national 

development. One type of tax that contributes significantly to state revenue is 

Income Tax (PPh), particularly Income Tax imposed on income received by 

individual taxpayers in relation to employment, services, or activities. PT.HRS, as 

a company operating in the real estate sector, has the obligation to calculate and 

withhold Article Income Tax on its employees' salaries in accordance with 

applicable tax regulations. This Final Project aims to determine and explain the 

procedure for calculating monthly Income Tax on permanent employee salaries at 

PT.HRS. The research was conducted at Arif, Wahyudi, and Lukman Accounting 

Service Office (KJA Gresik) using observation, interviews, documentation, and 

literature study methods. The data used consist of primary and secondary data 

obtained during the internship activities. The results show that PT.HRS calculates 

Income Tax using the Effective Average Rate (Tarif Efektif Rata-Rata/TER) in 

accordance with Government Regulation Number 58 of 2023 and Minister of 

Finance Regulation Number 168 of 2023. The company also applies the gross-up 

method, whereby tax allowances are provided to employees and included as part of 

gross income. The calculation process is carried out by determining employee 

income, identifying the Taxpayer Status Category (PTKP), applying the 

appropriate TER rate, and calculating the tax payable. The implementation of TER 

simplifies the calculation process, making it more effective, efficient, and compliant 

with prevailing tax regulations. 

Keywords: Income Tax, Effective Average Rate (TER), Gross-Up Method, Tax 

Calculation, PT.HRS. 
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RINGKASAN 

Prosedur Perhitungan PPh Pasal 21 Bulanan atas Gaji Karyawan tetap pada 

PT.HRS; Muhammad Fadhilah Zaki; 230903101086; 2026; 28 halaman; Program 

Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Jember. 

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran 

penting dalam pembiayaan pembangunan nasional. Salah satu jenis pajak yang 

memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan 

(PPh). Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas 

penghasilan yang diterima oleh orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan 

pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan. Oleh karena itu, perusahaan sebagai 

pemberi kerja memiliki kewajiban untuk melakukan perhitungan PPh Pasal 21 

sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. 

Praktik Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan di Kantor Jasa Akuntansi (KJA) 

Arif, Wahyudi, dan Lukman yang berlokasi di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. 

Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh pengalaman praktis serta memahami 

penerapan perpajakan di lingkungan kerja. Dalam pelaksanaan kegiatan, penulis 

memperoleh kesempatan untuk mempelajari proses perhitungan PPh Pasal 21 pada 

salah satu klien KJA, yaitu PT.HRS yang bergerak di bidang real estate. 

Berdasarkan hasil pembahasan, diketahui bahwa PT.HRS telah melaksanakan 

prosedur perhitungan PPh Pasal 21 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 

Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Dalam 

pelaksanaannya, perusahaan menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) sebagai 

dasar perhitungan PPh Pasal 21 bulanan. Selain itu, PT.HRS menerapkan metode 

gross up, yaitu metode yang memberikan tunjangan pajak kepada karyawan dan 

menjadikannya sebagai bagian dari penghasilan bruto. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir 

ini meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Data yang 

diperoleh terdiri dari data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan prosedur 

perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan tetap. 



viii 
 

Proses perhitungan dilakukan dengan menentukan penghasilan bruto 

karyawan, mengidentifikasi status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), 

menentukan kategori Tarif Efektif Rata-Rata (TER), kemudian menghitung PPh 

Pasal 21 yang terutang berdasarkan tarif yang berlaku. Penerapan TER memberikan 

kemudahan dalam proses perhitungan karena pajak dapat dihitung secara langsung 

berdasarkan penghasilan bruto dan kategori PTKP karyawan. 

Berdasarkan hasil Praktik Kerja Nyata yang telah dilakukan, dapat 

disimpulkan bahwa prosedur perhitungan PPh Pasal 21 bulanan atas gaji karyawan 

tetap pada PT.HRS telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang 

berlaku. Penggunaan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dan metode gross up membantu 

perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara lebih efektif, efisien, 

dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. (Dilaksanakan dengan Surat Tugas 

Nomor 1638/DST/UN25.B2/SP/2026, Program Studi Diploma III Perpajakan, 

Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 

Jember).  
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BAB I PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, pajak adalah kontribusi 

wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat, oleh karena itu, optimalisasi penerimaan pajak menjadi salah 

satu fokus pemerintah dalam mendukung keberlangsungan pembangunan nasional. 

Salah satu sumber penerimaan pajak yang memberikan kontribusi cukup 

besar terhadap pendapatan negara adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak 

Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan 

ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam suatu periode tertentu. 

Di antara berbagai jenis Pajak Penghasilan, PPh Pasal 21 memiliki peranan penting 

karena berkaitan langsung dengan penghasilan yang diterima oleh orang pribadi 

sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya. 

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan yang 

diterima atau diperoleh oleh orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan 

pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan. PPh Pasal 21 dipotong oleh pemberi 

kerja, bendahara pemerintah, atau pihak lain yang ditunjuk oleh peraturan 

perpajakan sebelum penghasilan tersebut diterima oleh wajib pajak, penerapan PPh 

pasal 21 bertujuan untuk memastikan pemungutan pajak dilakukan secara efektif 

melalui mekanisme pemotongan langsung oleh pemberi penghasilan dan pihak 

pemotong pajak wajib melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan 

pelaporan PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tercipta 

kepatuhan perpajakan dan optimalisasi penerimaan negara. 

Perusahaan real estate atau properti memiliki sistem ketenagakerjaan yang 

beragam, seperti karyawan tetap, karyawan tidak tetap, serta tenaga profesional 

seperti agen properti, arsitek, dan konsultan. Karena setiap jenis tenaga kerja 

memiliki cara perhitungan PPh Pasal 21 yang berbeda, pengelolaan pajaknya 

menjadi lebih kompleks. Oleh karena itu, banyak perusahaan properti 



2 
 

 
 

menggunakan jasa pihak ketiga, seperti Kantor Jasa Akuntansi (KJA), untuk 

membantu mengelola kewajiban perpajakan mereka sehingga menjadi latar 

belakang penulis untuk meneliti Prosedur Pemotongan PPh Pasal 21 Bulanan atas 

Gaji Karyawan Tetap pada PT.HRS. 

1.2. Rumusan Masalah 

Laporan tugas akhir ini memiliki rumusan masalah “bagaimana pemotongan 

PPh 21 Bulanan atas Gaji Karyawan Tetap pada PT.HRS?” 

1.3. Tujuan Praktik Kerja Nyata 

Laporan tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan 

pemotongan PPh 21 Bulanan atas Gaji Karyawan Tetap pada PT.HRS. 

1.4. Manfaat Praktik Kerja Nyata  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi Kantor Jasa Akuntansi Gresik 

Sebagai bahan evaluasi dan referensi dalam meningkatkan kualitas layanan 

kepada klien. 

2. Bagi Universitas Jember 

Menjadi referensi tambahan dalam studi perpajakan, khususnya terkait 

penerapan PPh 21 Bulanan atas Gaji Karyawan Tetap. 

3. Bagi Mahasiswa 

Menambah pemahaman praktis mengenai pelaksanaan kewajiban 

perpajakan khususnya PPh Pasal 21 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1    Pajak Penghasilan Pasal 21 

Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 

Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2021, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan 

ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang dapat digunakan untuk 

konsumsi atau menambah kekayaan. Adapun Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 

merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan 

pembayaran lain yang diterima Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan 

dengan pekerjaan atau jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 168 Tahun 2023. 

2.1.1 Subjek dan Objek PPh Pasal 21 

Menurut Waluyo (2023), subjek PPh Pasal 21 adalah Wajib Pajak orang 

pribadi dalam negeri yang menerima penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, 

tunjangan, maupun pembayaran lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa, 

atau kegiatan tertentu sehingga atas penghasilan tersebut dikenakan pemotongan 

PPh Pasal 21 oleh pemberi penghasilan. 

Objek PPh Pasal 21 menurut Mardiasmo (2023), merupakan seluruh 

penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dalam negeri sehubungan 

dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, seperti gaji, upah, honorarium, tunjangan, 

bonus, uang lembur, tantiem, gratifikasi, uang pensiun, serta pembayaran lain yang 

menjadi objek pemotongan PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan perpajakan. 

2.1.2 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan dasar dalam menentukan besarnya 

pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi. 

Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK 

Nomor 168 Tahun 2023, perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan Tarif  Efektif 

Rata – Rata (TER) untuk pemotongan pajak bulanan, sedangkan perhitungan akhir 

tahun tetap menggunakan tarif progresif Pasal 17 Undang – Undang Pajak 

Penghasilan. 
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2.2 Metode Perhitungan PPh Pasal 21 

2.2.1 Metode Gross Up & Gross 

Ramadhani dan Wijaya (2025) menyatakan bahwa metode gross up dilakukan 

dengan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan sebesar PPh Pasal 21 

terutang sehingga penghasilan yang diterima karyawan tidak berkurang akibat 

pemotongan pajak. 

Menurut Waluyo (2023), metode gross merupakan metode pemotongan PPh 

Pasal 21 dimana pajak ditanggung oleh karyawan sehingga mengurangi 

penghasilan yang diterima. Sementara itu, PT.HRS menerapkan metode gross up, 

yaitu pajak ditanggung oleh perusahaan sesuai dengan kebijakan perusahaan.  

2.3 Sistem Accurate 

Menurut Purba (2021), Accurate adalah software akuntansi berbasis 

komputer yang dirancang untuk mempermudah proses pencatatan transaksi dan 

penyusunan laporan keuangan secara cepat, tepat, dan sesuai dengan standar 

akuntansi yang berlaku di Indonesia. 

2.4 Sistem Coretax 

Coretax Administration System adalah platform digital terintegrasi DJP 

berdasarkan PMK Nomor 81 Tahun 2024. Sistem ini menyatukan seluruh layanan 

perpajakan secara real-time dengan basis data pusat. Bagi bendahara, fitur 

utamanya meliputi registrasi wajib pajak, penghitungan PPh 21 otomatis berbasis 

TER, pembuatan bukti potong 1721-A2, serta pelaporan SPT Masa daring. 

2.5 Batas Bayar & Lapor PPh 21 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang 

Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi 

Perpajakan (Coretax), PPh Pasal 21 yang telah dipotong wajib disetorkan ke kas 

negara paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. 

Selanjutnya, pemotong pajak wajib menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 melalui 

sistem Coretax paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak 

berakhir. Ketepatan waktu penyetoran dan pelaporan merupakan bagian dari 

kewajiban kepatuhan perpajakan perusahaan. 
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BAB III METODE PELAKSAAN KEGIATAN 

3.1 Pelaksanaan Kegiatan Praktik Kerja Nyata 

3.1.1  Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata 

Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata (PKN) pada Program Studi Diploma III 

Perpajakan dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat Tugas Akhir. Mahasiswa 

diwajibkan mengikuti PKN di instansi yang relevan guna mengaplikasikan 

pengetahuan perpajakan secara langsung. Selama kegiatan ini, mahasiswa 

dilibatkan dalam berbagai aktivitas perpajakan dan pengalaman tersebut yang 

nantinya akan dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan laporan Tugas Akhir 

untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Program Studi Diploma III 

Perpajakan. 

3.1.2  Tempat Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata 

Kegiatan Praktik Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan di Kantor Jasa Akuntansi 

(KJA) Arif, Wahyudi, Lukman yang beralamatkan di Jl. Siti Aisyah Blok FF.03 

Perum Bukit Randu Agung Indah, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. 

3.1.3  Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata 

 Berdasarkan surat tugas  Nomor : 1638/DST/UN25.B2/SP/2026 terkait 

pelaksanaan dilakukan selama 46 hari, terhitung mulai tanggal 9 Februari 2026 s/d 

20 April 2026 di Kantor Jasa Akuntansi (KJA) Arif, Wahyudi, Lukman. Adapun 

Praktik Kerja Nyata (PKN) dilakukan sesuai dengan jam kerja Kantor Jasa 

Akuntansi (KJA) Arif, Wahyudi, Lukman yakni :  

 

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Praktik Kerja Nyata 

Sumber : KJA Arif, Wahyudi, Lukman, 2026 

  

Hari Jam Kerja Jam Istirahat 

Senin – Jumat 08.00 – 16.00 WIB 11.30 – 12.30 WIB 

Sabtu – Minggu Libur Libur 
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3.2 Jenis dan Sumber Data 

3.2.1 Jenis Data  

1. Data Kuantitatif 

Menurut Martono (2016), data kuantitatif adalah data yang dinyatakan 

dalam bentuk angka dan dapat diukur serta dianalisis menggunakan teknik 

statistik untuk menjawab permasalahan penelitian.. Data kuantitatif 

mencakup dokumen – dokumen pendukung seperti data gaji karyawan. 

2. Data Kualitatif  

Data kualitatif menurut Moleong (2021), data kualitatif merupakan data 

yang diperoleh dalam bentuk deskriptif berupa kata – kata tertulis atau 

lisan dari orang – orang dan perilaku yang diamati. 

3.2.2 Sumber Data 

a. Data Primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan secara 

langsung di lapangan oleh peneliti maupun pihak yang terlibat proses 

penelitian (Ibrahim et al., Fikma Edrisy, 2021). Dalam laporan ini, data 

primer diperoleh melalui kegiatan observasi langsung, wawancara 

mendalam dengan staf di kantor jasa akuntansi. 

b. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber lain 

seperti dokumen resmi, literatur atau publikasi lainnya yang bukan hasil 

pengumpulan secara mandiri di lapangan (Indrasari, 2024). Data sekunder 

yang digunakan dalam laporan ini terdiri dari peraturan Perundang – 

undangan Perpajakan, Peraturan Menteri Keuangan (PMK), dan peraturan 

lainnya yang berkaitan dengan topik tugas akhir. 
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3.3 Metode Pengumpulan Data  

1. Observasi 

Observasi menurut Putri & Murhayati (2025) merupakan proses 

pengumpulan data langsung dari lapangan yang dilakukan peneliti dengan 

melihat dan memperhatikan keadaan lapangan penelitian guna mendapatkan 

data fenomena yang terjadi secara nyata. Dalam penulisan Laporan Tugas 

Akhir ini, observasi dilakukan untuk mengamati pemotongan PPh 21 

Bulanan atas Gaji Karyawan Tetap oleh Kantor Jasa Akuntansi Arif, 

Wahyudi, Lukman. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah proses pengumpulan informasi secara mendalam 

mengenai pandangan atau pengalaman responden melalui interaksi secara 

langsung, menurut (Romdona, 2025). Dalam penulisan Laporan Tugas 

Akhir ini, wawancara dilakukan dengan Mbak Risma selaku staf karyawan 

Kantor Jasa Akuntansi Gresik. 

3. Dokumentasi 

Menurut Abdussamad (2021) dokumentasi adalah teknik pengumpulan data 

dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan 

objek pembahasan, seperti bukti potong PPh Pasal 21, bukti penyetoran 

pajak, bukti penerimaan elektronik dan dokumen pelaporan SPT Masa. 

4. Studi Pustaka 

Studi pustaka menurut Zed (2018) merupakan serangkaian kegiatan yang 

berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan 

mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Dalam penyusunan laporan 

tugas akhir ini, studi pustaka dilakukan dengan menelaah berbagai literatur, 

jurnal, buku, serta peraturan perpajakan yang berkaitan dengan Pajak 

Penghasilan Pasal 21, Tarif Efektif Rata-Rata (TER), dan sistem Coretax 

sebagai dasar teori dalam pembahasan penelitian. 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Praktik Kerja Nyata 

4.1.1 Kantor Jasa Akuntansi Arif, Wahyudi, Lukman 

Kantor Jasa Akuntan ini memberikan layanan dalam pembuatan dan 

penyusunan laporan keuangan dan juga membantu melaporkan pajak. Selain itu 

dengan kualifikasi dan pengalaman yang dimiliki dibidang akuntansi, Kantor Jasa 

Akuntan ini menawarkan solusi yang tepat, relevan dan efisien sesuai dengan 

karakteristik bisnis klien. Berawal dari obrolan ringan di Forum Alumni S1 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga. Beberapa Akuntan dengan 

latar belakang industri yang berbeda memutuskan untuk mendirikan Kantor 

Konsultan dan Jasa Akuntansi. Firma Arif & Wahyudi berdiri dan mulai beroperasi 

pada 25 maret 2015. Kantor pusatnya berlokasi di Perumahan Putri Juanda, Blok 

B2 No. 3, Pepe, Sedati, Sidoarjo. Pendiri Firma Arif & Wahyudi adalah seorang 

Akuntan Publik yang bersertifikat nasional dan memiliki lisensi profesi akuntan 

(CA Indonesia). Setelah kantor beroperasi selama 2 tahun, diputuskan untuk 

mengajukan izin ke Kementerian Keuangan dengan nama Kantor Jasa Akuntan 

dengan menambahkan mitra baru yaitu Lukman Hakim SE, Ak., CA. Setelah itu 

ijin atas nama Kantor Jasa Akuntan telah terbit pada bulan mei 2018 dengan nomor 

keputusan Menteri Keuangan RI (KMK) 465/KM. 1 PPPK/2018 dengan nama 

Kantor Jasa Akuntan Arif, Wahyudi & Lukman. 

4.1.2 Visi dan Misi Kantor Jasa Akuntansi Arif, Wahyudi & Lukman 

a. Visi 

Menjadi lembaga konsultan yang memberikan manfaat dan terpercaya 

b. Misi 

1. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama entitas bisnis 

akan penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi 

yang berlaku. 

2. Untuk memberikan solusi laporan keuangan yang tepat, relevan dan 

efisien. 

3. Memberikan solusi manajerial dalam dinamika entitas. 
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4. Memberikan sumbangsih untuk mendorong laju perekonomian. 

5. Membina dan melahirkan tenaga-tenaga akunting yang handal dan 

kredibel 

4.1.3 Struktur Organisasi Kantor Jasa Akuntansi Gresik 

Struktur organisasi pada Kantor Jasa Akuntansi Gresik terdiri dari pimpinan 

staf konsultan pajak, dan staf administrasi yang memiliki peran masing – masing 

dalam memberikan pelayanan kepada klien. 

Gambar 4.1 Struktur Kantor Jasa Akuntansi Gresik 

Sumber : Kantor Jasa Akuntansi Gresik, 2026 

Kantor Jasa Akuntansi merupakan Kantor Jasa Akuntansi terpercaya dan 

profesionalitas dalam membantu perusahaan baik itu PT, CV, dan Perseorangan 

(pribadi) dalam menyelesaikan permasalahan akuntansi baik di Kabupaten Gresik 

maupun di luar kabupaten Gresik. Dalam memberikan jasa pelayanan akuntansi 

kepada klien, Bapak Lukman dan para staf selalu memegang teguh kode etik. 
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4.1.4 Peranan Kantor Jasa Akuntansi Gresik (Arif, Wahyudi, Lukman) 

Dalam setiap perusahaan sebenarnya pasti membutuhkan Kantor Jasa 

Akuntansi untuk menangani urusan keuangan dan perpajakannya. Untuk diketahui 

Kantor Jasa Akuntansi ini memberikan pelayanan kepada seluruh skala, di kantor 

jasa akuntan ini akan menyederhanakan perhitungan dan laporan finansial setiap 

perusahaan sehingga memiliki kontrol yang efektif terhadap keuangan perusahaan. 

Dalam layanan jasa akuntan ini dipastikan memenuhi Standart Akuntansi Keuangan 

Indonesia (PSAK). Sehingga perusahaan dapat memenuhi kewajiban pelaporan 

keuangan baik itu untuk keperluan pemenuhan kepatuhan pajak maupun tanggung 

jawab terhadap investor. 

4.1.5 Gambaran Umum PT.HRS 

PT.HRS merupakan sektor usaha yang berfokus pada pengembangan, 

pengelolaan, dan pemasaran properti seperti perumahan. Perusahaan real estate 

umumnya memperoleh pendapatan dari penjualan properti, penyewaan aset, serta 

jasa pengelolaan properti. 

Perusahaan Real Estate melaksanakan kewajiban perpajakannya, khususnya 

dalam pemotongan PPh Pasal 21 atas karyawan. Perusahaan menerapkan metode 

gross up dengan menggunakan Tarif Efektif Rata – Rata (TER), di mana pajak 

karyawan ditunjang perusahaan yang dijadikan satu dalam penghasilan bruto. 

4.2 Prosedur Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT.HRS 

Dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan PT.HRS, Kantor Jasa Akuntansi 

(KJA) Arif, Wahyudi, dan Lukman berperan sebagai pihak yang membantu 

perusahaan dalam proses administrasi perpajakan, mulai dari menerima data 

penggajian karyawan, melakukan verifikasi data, menghitung PPh Pasal 21 sesuai 

ketentuan yang berlaku, hingga menyiapkan bukti potong elektronik (e-Bupot) dan 

pelaporan perpajakan. 

Adapun penerapan PPh Pasal 21 pada PT.HRS dilakukan melalui beberapa 

tahapan yang meliputi pengumpulan data gaji karyawan, penentuan Tarif Efektif 

Rata – Rata (TER), perhitungan PPh Pasal 21, pemotongan pajak melalui Bukti 

Potong Elektronik (e – Bupot), dapat dilihat pada gambar berikut. 
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4.2.1 Alur Penerapan PPh pasal 21 

Berdasarkan alur tersebut, KJA tidak hanya melakukan perhitungan PPh Pasal 21, 

tetapi juga memastikan seluruh data yang diterima dari PT.HRS telah sesuai 

sebelum dilakukan proses pemotongan pajak. Apabila terdapat perubahan status 

PTKP, komponen penghasilan, maupun tambahan penghasilan seperti THR, KJA 

melakukan penyesuaian perhitungan agar hasil pemotongan sesuai dengan 

ketentuan perpajakan yang berlaku. Perhitungan pajak dilakukan menggunakan 

Tarif Efektif Rata – Rata (TER) dan seluruh proses administrasi, mulai dari 

pembuatan bukti potong, penyusunan kosep SPT Masa, penerbitan kode billing, 

pembayaran pajak, hingga pelaporan dilakukan melalui Coretax Administration 

System pada PT.HRS 

4.2.2 Perhitungan PPh Pasal 21 bulan Januari - November 

Dasar Perhitungan dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 

tahun 2023 tentang Tarif Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan 

Sehubungan dengan Pekerjaan, jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi dan 

(PMK) Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Perhitungan atas Penghasilan 

Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi 

Dalam PP 58 Tahun 2023 tertulis bahwa tarif PPh Pasal 21 terdiri dari Tarif 

Efektif Rata – Rata (TER) bulanan, harian dan Tarif Pasal 17 Ayat (1) huruf a. Di 

dalam TER tersebut terdiri dari TER A, B, C sesuai dengan status Penghasilan 

Tidak Kena Pajak (PTKP). Berikut adalah kategori TER sesuai dengan PTKP : 

Tabel 4.2 Tabel TER PPh Pasal 21 

Sumber: Data PMK (2026) 

 

 

Tarif Efektif Rata – Rata (TER) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 

TER A TK/0, TK/1, K/0 

TER B TK/2, TK/3, K/1, K/2 

TER C K/3 
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Gambar 4.2 Kategori TER 

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 

Berdasarkan Tabel 4.2, Tarif Efektif Rata – Rata (TER) digunakan sebagai 

dasar perhitungan PPh Pasal 21 bulanan dengan memperhatikan kategori 

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan besarnya penghasilan bruto karyawan. 

Tarif yang digunakan disesuaikan dengan rentang penghasilan bruto sesuai 

ketentuan dalam PP Nomor 58 Tahun 2023. 

 Dalam perhitungan PPh Pasal 21 dilakukan terhadap karyawan tetap 

PT.HRS Pada tahap ini, staf KJA melakukan pengecekan data gaji, status PTKP, 

serta komponen penghasilan setiap karyawan sebelum proses perhitungan 

dilakukan. Setelah data dinyatakan sesuai, KJA menghitung besarnya tunjangan 

pajak, menentukan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) yang digunakan, kemudian 

menghitung PPh Pasal 21 yang harus dipotong, sehingga menggunakan Tarif 

Efektif Rata – Rata (TER) bulanan. Berikut disajikan contoh perhitungan PPh Pasal 

21 pada salah satu karyawan PT.HRS. 
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Tabel 4.3 Data Gaji Karyawan PT.HRS 

Sumber: Dokumen PT.HRS 

Data Tuan A bulan Januari - November 

Status PTKP  : TK/0 

Gaji Pokok  : Rp 6.912.500 

Tarif TER  : 1.25% sesuai tabel TER 

Metode  : Gross Up 

Sebelum menghitung PPh pasal 21, terlebih dahulu ditentukan besarnya tunjangan 

pajak karena PT.HRS menggunakan metode Gross up. Perhitungan tunjangan pajak 

dilakukan menggunakan persamaan berikut: 

(Gaji pokok + Tunjangan Pajak) × TER = Tunjangan pajak 

(6.912.500 + x) × 1.25% = x 

(6.912.500 + x) × 0.0125 = x 

86.406,25 + 0,0125 = x 

0,9875x = 86.406,25 

x = 
86.406,25

0,9875
 

x = 87.500 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diperoleh tunjangan pajak sebesar 

Rp 87.500. Tunjangan tersebut di tambahkan ke gaji pokok sehingga menjadi 

penghasilan bruto yang digunakan sebagai dasar perhitungan PPh pasal 21 bulanan.  

Penghasilan Bruto : Gaji pokok + Tunjangan Pajak 

   : Rp 6.912.500 + Rp 87.500 = Rp 7.000.000 
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 Berdasarkan data Tuan A dengan status PTKP TK/0 dan penghasilan bruto 

sebesar Rp 7.000.000, maka sesuai dengan tabel TER dikenakan tarif sebesar 

1.25%. Perhitungan PPh Pasal 21 dilakukan dengan mengalikan penghasilan bruto 

dengan TER sebagai berikut : 

PPh Pasal 21 = Rp 7.000.000 × 1.25% 

Jadi PPh Pasal 21 yang terutang sebesar Rp 87.500. Berdasarkan perhitungan 

tersebut, dapat diketahui bahwa penggunaan Tarif Efektif Rata – Rata (TER) 

mempermudah proses perhitungan PPh Pasal 21 karena pajak dapat dihitung secara 

langsung berdasarkan penghasilan bruto dan kategori PTKP karyawan. Dengan 

demikian, proses perhitungan menjadi lebih efektif dan efisien. 

4.2.3 Perhitungan PPh Pasal 21 bulan Maret 2025 

Pada bulan Maret terdapat perbedaan dibandingkan bulan lainnya karena 

karyawan menerima THR. Oleh karena itu, dasar pengenaan pajak adalah jumlah 

penghasilan bruto berupa gaji ditambah THR. Berikut disajikan contoh perhitungan 

PPh Pasal 21 pada salah satu karyawan PT.HRS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.4 Gaji Karyawan PT.HRS 

Sumber: Dokumen PT.HRS 

Dalam perhitungan masa pajak Maret, KJA terlebih dahulu 

mengidentifikasi adanya pembayaran THR kepada karyawan karena tambahan 

penghasilan tersebut memengaruhi dasar pengenaan PPh Pasal 21. Selanjutnya KJA 
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menyesuaikan tarif TER berdasarkan jumlah penghasilan bruto yang diterima pada 

bulan tersebut. Berikut perhitungan Tuan A pada bulan Maret :  

Gaji     : Rp 7.000.000 

THR     : Rp 7.000.000 

Jumlah Penghasilan Bruto  : Rp 14.000.000 

PPh Pasal 21 terutang  : Rp 14.000.000 × 6% = Rp 840.000 

Berdasarkan data Tuan A jumlah penghasilan bruto pada bulan Maret 

sebesar Rp 14.000.000 maka di kalikan 6% sesuai tabel kategori TER dengan 

hasil Rp 840.000 untuk PPh pasal 21 terutang pada bulan Maret. 

4.2.4 Perhitungan PPh pasal 21 bulan Desember 

Tarif Pasal 17 Ayat (1) huruf a digunakan dalam perhitungan masa pajak 

terakhir (Desember). Berikut adalah skema TER dari setiap kategori yang akan 

digunakan dalam perhitungan: 

Gambar 4.3 Tarif PPh Pasal 17 ayat 1 huruf a UU PPh 

Sumber: UU Nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan 

Pada masa pajak Desember, KJA melakukan rekonsiliasi seluruh 

pemotongan PPh Pasal 21 yang telah dilakukan sejak Januari sampai November. 

Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa jumlah pajak yang telah dipotong 

sama dengan PPh Pasal 21 yang sebenarnya terutang selama satu tahun. Apabila 

ditemukan selisih kurang bayar atau lebih bayar, KJA melakukan penyesuaian 

sesuai ketentuan PMK Nomor 168 Tahun 2023. Apabila terdapat selisih, maka 

dilakukan penyesuaian pada masa pajak Desember sesuai ketentuan perpajakan. 

Perhitungan Tuan A bulan Desember dilakukan sebagai berikut: 
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Tabel 4.5 Gaji Karyawan PT.HRS 

Sumber: Dokumen PT.HRS 

Penghasilan Bruto Setahun 

1. Gaji 12 bulan   : Rp 7.000.000 × 12 = Rp 84.000.000 

THR bulan Maret  : Rp 7.000.000 

Jumlah    : Rp 84.000.000 + Rp 7.000.000 = Rp 91.000.000 

2. Biaya Jabatan   : 5% × Rp 91.000.000 = Rp 4.550.000 

3. Penghasilan Neto  : Rp 91.000.000 – Rp 4.550.000 = Rp 86.450.000 

4. Penghasilan Kena Pajak (PKP) 

Penghasilan Neto  : Rp 86.450.000 

PTKP TK/0   : Rp 54.000.000 

PKP    : Rp 86.450.000 – Rp 54.000.000 = Rp 32.450.000 

5. PPh Pasal 21 Terutang Setahun : 5% × Rp 32.450.000 = Rp 1.622.500 

6. Penyesuaian bulan Desember 

PPh Pasal 21 Terutang Setahun   : Rp 1.622.500 

PPh yang telah dipotong Januari–November  : Rp 1.715.000 

Selisih : Rp 1.622.500 – Rp 1.715.000 = Rp -92.500 (lebih bayar) 

PPh Pasal 21 terutang setahun dibandingkan dengan total PPh Pasal 21 yang 

telah dipotong selama Januari–November. Apabila terjadi lebih bayar, selisih 

tersebut wajib dikembalikan kepada pegawai sesuai Pasal 21 ayat (1) PMK Nomor 

168 Tahun 2023, sehingga jumlah PPh Pasal 21 selama satu tahun sesuai dengan 

tarif progresif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. 



17 
 

 
 

4.2.5 Pemotongan PPh pasal 21 

Pembuatan bukti potong merupakan salah satu tahapan dalam pelaporan 

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 karena menjadi bukti sah bahwa pemberi kerja 

telah memotong pajak dari penghasilan pegawainya. Sejak sistem Coretax 

pembuatan dan pelaporan bukti potong dilakukan secara terintegrasi melalui sistem 

tersebut. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 

PER – 2/PJ/2024. 

4.2.6 Penyetoran PPh pasal 21 

Setelah proses pemotongan PPh Pasal  21 selesai dilakukan, PT.HRS 

melakukan penyetoran pajak melalui sistem Coretax dengan bantuan Kantor jasa 

akuntansi. Sebelum melakukan penyetoran PPh Pasal 21, PT.HRS terlebih dahulu 

menyusun konsep SPT Masa PPh Pasal 21 melalui sistem coretax. Konsep SPT 

memuat informasi mengenai jumlah pajak yang harus disetorkan. Data tersebut 

kemudian digunakan sebagai dasar penerbitan kode billing yang digunakan dalam 

proses pembayaran pajak melalui sistem coretax. 

PT.HRS telah melaksanakan penyetoran PPh Pasal 21 sesuai dengan jumlah 

pajak terutang pada masa tersebut. Penyetoran PPh Pasal 21 dilakukan sebelum 

batas waktu yang ditentukan, yaitu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya 

setelah berakhirnya masa pajak sesuai dengan pasal 94 ayat (2) PMK Nomor 81 

Tahun 2024. Dengan demikian, PT.HRS telah memenuhi kewajiban penyetoran 

PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Apabila penyetoran 

dilakukan melewati batas yang telah ditetapkan, pemotongan pajak dikenai sanksi 

administrasi berupa bunga sesuai ketentuan Pasal 9 UU Nomor 6 Tahun 1983 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

UU Nomor 7 Tahun 2021. 
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4.2.7 Pembayaran PPh pasal 21 

Setelah proses pemotongan PPh Pasal  21 selesai dilakukan, PT.HRS 

melakukan penyetoran pajak melalui sistem Coretax dengan bantuan kanrot jasa 

akuntansi. Sebelum melakukan penyetoran PPh Pasal 21, PT.HRS terlebih dahulu 

menyusun konsep SPT Masa PPh Pasal 21 melalui sistem coretax. Konsep SPT 

memuat informasi mengenai jumlah pajak yang harus disetorkan. Data tersebut 

kemudian digunakan sebagai dasar penerbitan kode billing yang digunakan dalam 

proses pembayaran pajak melalui sistem coretax. 

PT.HRS melaksanakan penyetoran PPh Pasal 21 sesuai dengan jumlah 

pajak terutang pada masa tersebut. Penyetoran PPh Pasal 21 dilakukan sebelum 

batas waktu yang ditentukan, yaitu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya 

setelah berakhirnya masa pajak sesuai dengan pasal 94 ayat (2) PMK Nomor 81 

Tahun 2024. Dengan demikian, PT.HRS telah memenuhi kewajiban penyetoran 

PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Apabila penyetoran 

dilakukan melewati batas yang telah ditetapkan, pemotongan pajak dikenai sanksi 

administrasi berupa bunga sesuai ketentuan Pasal 9 UU Nomor 6 Tahun 1983 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

UU Nomor 7 Tahun 2021. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Alur Penerapan PPh pasal 21 
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BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil Praktik Kerja Nyata dan pembahasan mengenai prosedur 

perhitungan PPh Pasal 21 bulanan atas gaji karyawan tetap pada PT.HRS, dapat 

disimpulkan bahwa PT.HRS telah melaksanakan perhitungan PPh Pasal 21 sesuai 

dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 

Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Dalam 

pelaksanaannya, perusahaan menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) sebagai 

dasar perhitungan PPh Pasal 21 bulanan. PT.HRS menerapkan metode gross up, 

yaitu perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan yang menjadi 

bagian dari penghasilan bruto sehingga beban PPh Pasal 21 tidak mengurangi 

penghasilan yang diterima karyawan. Perhitungan pajak dilakukan dengan 

mengalikan penghasilan bruto dengan tarif TER yang disesuaikan dengan status 

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) karyawan. Penerapan Tarif Efektif Rata-

Rata (TER) memberikan kemudahan dalam proses perhitungan PPh Pasal 21 karena 

pajak dapat dihitung secara langsung berdasarkan penghasilan bruto dan kategori 

PTKP karyawan. Dengan demikian, proses perhitungan menjadi lebih sederhana, 

efektif, dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. 

5.2 Saran 

Kantor Jasa Akuntansi disarankan untuk menyusun daftar periksa (checklist) dalam 

proses perhitungan PPh Pasal 21, mulai dari verifikasi data karyawan, perhitungan 

pajak, hingga pelaporan. Langkah ini dapat membantu mengurangi kesalahan 

administrasi dan meningkatkan ketelitian dalam memberikan jasa perpajakan 

kepada klien. Kantor Jasa Akuntansi disarankan untuk melakukan evaluasi secara 

berkala terhadap hasil perhitungan PPh Pasal 21 sebelum dilakukan pelaporan, 

sehingga apabila terdapat kekeliruan dapat segera diperbaiki tanpa menimbulkan 

koreksi pajak di kemudian hari.  
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LAMPIRAN  

Lampiran 1. Surat Pengantar Praktik Kerja Nyata 
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Lampiran 2. Surat Persetujuan Praktik Kerja Nyata 
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Lampiran 3. Log Bimbingan 
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Lampiran 4. Surat Tugas Praktik Kerja Nyata 
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Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Supervisi 
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Lampiran 6. Surat Tugas Dosen Pembimbing 
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Lampiran 7. Daftar Kegiatan Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata 

NO Waktu Pelaksanaan 

dan Penanggung 

Jawab 

Uraian Kegiatan 

Praktik Kerja Nyata 

Hasil Kegiatan Praktik 

Kerja Nyata 

(a) (b) (c) (d)  

1 Senin, 9 Februari 2026 

Staf Kantor Jasa 

Akuntansi 

a. Penerimaan magang 

PKN di Kantor Jasa 

Akuntansi 

b. Perkenalan dengan 

karyawan di Kantor 

Jasa Akuntansi. 

a. Memahami struktur 

organisasi dan 

lingkungan kerja di 

Kantor  Jasa Akuntansi 

b. Menghasilkan data 

mutasi rekening yang 

digunakan sebagai 

bahan analisis dan 

pelaporan pajak. 

2 Selasa, 10 Februari 

2026 

Staf Kantor Jasa 

Akuntansi 

a. Membuat BUPOT 

di Coretax 

a. Dapat membuat Bukti 

Potong secara 

Elektronik 

3 Rabu, 11 Februari 2026 

Staf Kantor Jasa 

Akuntansi 

a. Membuat BUPOT 

di Coretax 

a. Dapat membuat Bukti 

Potong secara 

Elektronik 

4 Kamis, 12 Februari 

2026 

Staf Kantor Jasa 

Akuntansi 

a. Rekap kas PT. 

WISS BANGUN 

PERSADA bulan 

januari  

a. Dapat mencocokkan 

data rekening dengan 

laporan keuangan 

5 Jumat, 13 Februari 2026 

Staf Kantor Jasa 

Akuntansi 

 

a. Rekap Komisi 

Marketing 

a. Memahami alur 

perhitungan komisi 

marketing 
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6 Rabu, 18 Februari 2026 

Staf Kantor Jasa 

Akuntansi 

a. Rekap Komisi 

Marketing 

a. Memahami alur 

perhitungan komisi 

marketing   

7 Kamis, 19 Februari 

2026 

Staf Kantor Jasa 

Akuntansi 

a. Rekap Buku Besar 

PT. Multi Prima 

Globalindo 

a. Mampu melakukan 

rekapitulasi saldo akun 

berdasarkan kelompok 

transaksi 

8 Jumat, 20 Februari 2026 

Staf Kantor Jasa 

Akuntansi 

a. Rekap Buku Besar 

PT. Multi Prima 

Globalindo 

a. Mampu melakukan 

rekapitulasi saldo akun 

berdasarkan kelompok 

transaksi 

9 Senin, 23 Februari 2026 

Staf Kantor Jasa 

Akuntansi 

a. IZIN a. IZIN 

10 Selasa, 24 Februari 

2026 

Staf Kantor Jasa 

Akuntansi 

a. IZIN a. IZIN 

11 Rabu, 25 Februari 2026 

Staf Kantor Jasa 

Akuntansi 

a. Rekap Buku Besar 

PT.HRS VI 

PRATAMA 

a. Mampu melakukan 

rekapitulasi saldo akun 

berdasarkan kelompok 

transaksi 

12 Kamis, 26 Februari 

2026 

Staf Kantor jasa 

Akuntansi 

a. Rekap Daftar 

Histori GL PT. 

Multi Prima 

Globalindo 

a. Mampu melakukan 

pengecekan 

kesesuaian transaksi 

dengan dokumen 

pendukung. 

13 Jumat, 27 Februari 2026 

staf Kantor Jasa 

Akuntansi 

a. Melanjutkan input 

faktur pajak 

masukan 

a. Dapat menyelesaikan 

input data faktur pajak 

masukan ke dalam 
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 sistem sebagai dasar 

pengkreditan PPN 

14 Senin, 2 Maret 2026 

Staf Kantor Jasa 

Akuntansi 

a. Membantu staf print 

berkas 

a. Dapat melengkapi 

dokumen administrasi  

15 Selasa, 3 Maret 2026 

Staf Kantor Jasa 

Akuntansi 

a. Input kas PT. WISS 

BANGUN 

PERSADA ke 

dalam aplikasi 

accurate 

a. Dapat menginput data 

kas PT ke aplikasi 

accurate 

16 Rabu, 4 Maret 2026 

Staf Kantor Jasa 

Akuntansi 

a. Mencocokkan data 

buku besar PT.HRS 

pada aplikasi 

accurate 

a. Dapat mengetahui data  

serta cara menginput 

data di aplikasi 

accurate 

17 

 

Kamis, 5 Maret 2026 

Staf Kantor Jasa 

Akuntansi 

a. Rekap Pengeluaran 

perorangan ke 

dalam excel 

a. Dapat menyusun 

pelaporan pengeluaran 

perorangan 

18 Jumat, 6 Maret 2026 

Staf Kantor Jasa 

Akuntansi 

a. Rekap Pengeluaran 

perorangan ke 

dalam excel 

a. Dapat menyusun 

pelaporan pengeluaran 

perorangan 

19 Senin, 9 Maret 2026 

Staf Kantor Jasa 

Akuntansi 

a. Mencatat laporan 

keuangan PT WISS 

BANGUN 

PERSADA 

a. Dapat mengetahui 

laporan keuangan PT 

serta mengerti cara 

mencatat pelaporan 

keuangan 

20 Selasa, 10 Maret  2026  

Staf Kantor Jasa 

Akuntansi 

a. Mencatat laporan 

bank BCA pada 

PT.HRS di excel 

a. Dapat Mengetahui 

cara mencatat laporan 

bank 
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21 Rabu, 11 Maret 2026 

Staf Kantor Jasa 

Akuntansi 

a. Input data laporan 

bank pada aplikasi 

accurate 

a. Mengetahui cara input 

data laporan keuangan 

bank pada aplikasi 

accurate 

22 Kamis, 12 Maret 2026 

Staf Kantor Jasa 

Akuntansi 

a. Membantu staf print 

dokumen 

a. Dapat melengkapi 

dokumen admisnistrasi 

23 Jumat, 13 Maret 2026 

Staf Kantor Jasa 

Akuntansi 

a. Membantu staf print 

dokumen 

a. Dapat melengkapi 

dokumen admisnistrasi 

24 Senin, 16 Maret 2026 

Staf Kantor Jasa 

Akuntansi 

a. Mencocokan 

pengeluaran Kas 

Kecil pada kantor 

bulan desember 

a. Dapat mengetahui 

serta cara kerja saat 

pencocokkan 

25 Selasa, 17 Maret 2026 

Staf Kantor Jasa 

Akuntansi 

a. Mencocokkan 

pengeluaran kas 

kecil pada kantor 

bulan november 

a. Dapat mengetahui 

serta cara kerja saat 

pencocokkan 

26 Senin, 23 Maret 2026 

Staf Kantor Jasa 

Akuntansi 

a. Mencatat transaksi 

bank BCA PT 

a. Dapat mencatat 

transaksi bank  

27 Selasa, 24 Maret 2026 

Staf Kantor Jasa 

Akuntansi 

a. Mencocokkan Buku 

besar pada aplikasi 

accurate 

a. Bisa mengetahui 

pengoperasian pada 

aplikasi accurate 

28 Rabu, 25 Maret 2026 

Staf Kantor Jasa 

Akuntansi 

a. Membantu staf print 

dokumen 

a. Dapat melengkapi 

berkas dokumen 

29 Kamis, 26 Maret 2026 

Staf Kantor Jasa 

Akuntansi 

a. Mencatat Transaksi 

bank BTN sebuah 

PT 

a. Dapat Mengisi dan 

mengetahui transaksi 
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30 Jumat, 27 Maret 2026 

Staf Kantor Jasa 

Akuntansi 

a. Input data laporan 

bank BCA PT.HRS 

a. Dapat mengetahui cara 

input data ke aplikasi 

31 Senin, 30 Maret 2026 

Staf Kantor Jasa 

Akuntansi 

a. Input data laporan 

bank BCA PT.HRS 

a. Dapat mengetahui cara 

input data ke aplikasi 

32 Selasa, 31 Maret 2026 

Staf Kantor Jasa 

Akuntansi 

a. Mencatat transaksi 

bank BCA bulan 

september 

a. Mengetahui cara 

mencatat transaksi 

33 Rabu, 1 April 2026 

Staf Kantor Jasa 

Akuntansi 

a. Mencatat transaksi 

bank BCA bulan 

november 

a. Mengetahui cara 

mencatat transaksi 

34 Kamis, 2 April 2026 

Staf Kantor Jasa 

Akuntansi 

a. Rekap laporan 

pengeluaran PT. 

KARUNIA MULIA 

RIZQI bulan 

oktober 2025 

a. Dapat menyusun 

laporan keuangan 

sebuah PT 

35 Jumat, 3 April 2026 

Staf Kantor Jasa 

Akuntansi 

a. Rekap laporan 

pengeluaran PT. 

KARUNIA MULIA 

RIZQI bulan 

november 2025 

a. Dapat menyusun 

laporan keuangan 

sebuah PT 

36 Senin, 6 April 2026 

Staf Kantor Jasa 

Akuntansi 

a. Rekap laporan 

pengeluaran PT. 

KARUNIA MULIA 

RIZQI desember 

a. Dapat menyusun 

laporan keuangan 

sebuah PT 

37 Selasa, 7 April 2026 

Staf Kantor Jasa 

Akuntansi 

a. Mencatat Laporan 

rekening koran BSN 

a. Dapat Mencatat 

laporan koran BSN 
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38 Rabu, 8 April 2026 

Staf Kantor Jasa 

Akuntansi 

a. Mencatat laporan 

keuangan PT. WISS 

per 31 agustus 

a. Dapat Mencatat 

laporan keuangan 

bulanan PT 

39 Kamis, 9 April 2026 

Staf Kantor Jasa 

Akuntansi 

a. Melengkapi laporan 

hutang vendor 

a. Dapat mengetahui cara 

untuk melengkapi cara 

hutang vendor 

40 Jumat, 10 April 2026 

Staf Kantor Jasa 

Akuntansi 

a. Rekap laporan bank 

BTN PT. HRS 

bulan januari 

a. Dapat mengetahui cara 

rekap laporan bank 

sebuah PT 

41. Senin, 13 April 2026 

Staf Kantor Jasa Akuntansi 

a. Rekap Laporan 

bank BSN PT. HRS 

bulan januari  

a. Dapat mengetahui cara 

rekap laporan bank 

sebuah PT 

42. Selasa, 14 april 2026 Staf 

Kantor Jasa Akuntansi 

a. Membuat laporan 

kas PT. HRS bulan 

januari 

a. Dapat mengetahui cara 

untuk membuat laporan 

43. Rabu, 15 april 2026 Staf 

Kantor Jasa Akuntansi 

a. Membuat laporan 

kas PT. HRS bulan 

Februari 

a. Dapat mengetahui cara 

untuk membuat laporan 

44. Kamis, 16 april 2026 Staf 

Kantor Jasa Akuntansi 

a. Membuat laporan 

kas PT. HRS bulan 

Maret 

a. Dapat mengetahui cara 

untuk membuat laporan 

45. Jumat, 17 april 2026 Staf 

Kantor Jasa Akuntansi 

a. Membantu staf print 

dokumen 

a. Dapat melengkapi 

berkas dokumen 

46. Senin, 20 April 2026 Staf 

Kantor Jasa Akuntansi 

a. Membantu staf print 

dokumen  

a. Dapat melengkapi 

berkas dokumen 
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Lampiran 8. Daily Transkip Wawancara 

Hari/Tanggal : 07 Maret 2026 

Narasumber : Risma Dwi Cahyani S.Ak ( Staf KJA ) 

Tempat : Kantor Jasa Akuntansi Gresik 

Topik : Prosedur Perhitungan PPh Pasal 21 Bulanan atas Gaji Karyawan    

Tetap pada PT. HRS 

Penanya  Mbak, saya ingin menanyakan terkait data yang akan digunakan 

dalam Tugas Akhir mengenai prosedur perhitungan PPh Pasal 

21 bulanan atas gaji karyawan tetap. Perusahaan mana yang 

dapat dijadikan objek penelitian? 

Narasumber  Data dapat menggunakan PT. HRS karena perusahaan tersebut 

telah menerapkan metode gross up dan perhitungan PPh Pasal 21 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Penanya Apakah dalam perhitungan PPh Pasal 21 di perusahaan tersebut 

sudah menggunakan Tarif Efektif Rata – Rata ( TER )? 

Narasumber Iya, perusahaan telah menggunakan TER  dalam perhitungan 

PPh Pasal 21 bulanan. Saat ini penggunaan TER sudah menjadi 

ketentuan yang diterapkan dalam sistem PPh Pasal 21. 

Penanya Apa tujuan diterapkannya TER dan bagaimana cara menentukan 

TER yang digunakan untuk masing – masing karyawan? 

Narasumber Tujuan penerapan TER adalah untuk menyederhanakan 

perhitungan PPh Pasal 21 masa bulanan sehingga pemotongan 

pajak menjadi lebih mudah. Penentuan TER dilakukan 

berdasarkan penghasilan bruto dan status Penghasilan Tidak 

Kena Pajak ( PTKP ) karyawan sesuai dengan Kategori TER. 

Penanya  Apakah penggunaan TER mempermudah proses perhitungan 

PPh Pasal 21? 
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Narasumber Iya. Dengan adanya TER, proses perhitungan pajak bulanan 

menjadi lebih sederhana dan cepat karena tarif telah ditentukan 

berdasarkan tabel yang berlaku. 

Penanya Dokumen apa saja yang biasanya digunakan dalam perhitungan  

PPh Pasal 21 bulanan atas gaji karyawan? 

Narasumber Dokumen yang digunakan antara lain daftar gaji karyawan, 

daftar hadir, SK/Kontrak kerja, data identitas karyawan, daftar 

tunjangan dan potongan, data penghasilan tidak tetap, dokumen 

pendukung lainnya. 

Penanya Tahapan apa saja yang dilakukan perusahaan saat melakukan 

perhitungan atas gaji karyawan tetap? 

Narasumber Tahapan dimulai dari menghitung penghasilan bruto, 

menghitung potongan gaji, menghitung penghasilan neto, 

menghitung PPh Pasal 21, menentukan gaji bersih, menyusun 

daftar gaji (payroll), proses persetujuan (approval), pembayaran 

gaji.  
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Lampiran 9. Daftar Presensi Praktik kerja nyata 
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Lampiran 10. Penilaian Praktik Kerja Nyata 
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Lampiran 11. Dokumentasi Supervisi Praktik Kerja Nyata 

 

  



40 
 

 
 

Lampiran 12. PP Nomor 58 Tahun 2023 
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Lampiran 13. UU RI Nomor 7 tahun 2021 Pasal 17 Ayat 1 Huruf a 
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Lampiran 14. PMK Nomor 168 Tahun 2023 
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Lampiran 15. PMK Nomor 81 Tahun 2024 Pasal 94 
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Lampiran 16. Pasal 9 UU KUP sanksi terlambat setor 
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Lampiran 17. Pasal 7 Ayat 1 UU KUP Sanksi Terlambat Lapor 
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Lampiran 18. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 

 

 


